BAB III
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

A. Pengertian Sistem Pemerintahan ParlementsrT

Kata-kata sistem pemerintahan parlementer ter-
diri dari keta sistem, pemerintahan dan parlementer.
Jigtem berarti sekelompok bagian (alat, dsb) yang
bekerja bersamg-sama untuk melskukan suatu mgksud.
Pemerintahen berarti perbuatan (cara, hal urusan,
dsb) memzrinteh.

Parlementer berarti yang mendapat dukungan parlemen.

Ads yang menyebutkan gsistem pemerintahsn par-
1ementer ini dengan istilah "sistem'kabinet parle-
nenter" dan bahkan "sistem pemerintahan kabinet par-
lementer". Hal tarsebut tigak terlslu prinsip, henya
merupskan rerbedasn istilah untuk menyebut, dan mak-

sud yaig dikehendaki adulah sama.

secara singkat depat digebutksn bahwa penger-~
tian sistem pemerintanan parlementer adalsh merupa-
kan suatu sistem pemerintahan di mena dalam gigtem
itw terdanal hubungan yang dimungkinkan'adanya keriasa
ma antars pemegang kekuasaan legislati? den kekua-
pcan ekskutif yang dipegang cleh kabinet dengan rer-
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dana Menteri sebagai pemimpinnya.

B. Latar Belskang Timbulnya Sistem pPemerintahan Par-

lementer

sistem pemerintshan ini pertama kali munculdi
Inggris, sustu negara yang berbentuk monarchi ( kera-
jaan ). Dalam kerajaan Inggris tersebut dikenal 4~
danya adagium atau azss yang tersimpul delam  kata-
kata: "The king can do no wrong", yang artinys menu-
rut kata-katanye edalah: Raja tidak dapat berbuat
galsh. Pengertianr yang penting dari adagium itu bhu-
kanlsh oleh karena raja tidak dapat berbuat salah
1slu semua perbuatannya betul, tidaklah demikian, te-
tapi pengertian atau maksudnya adalsh apabila zda
perbuatsan yang tidak betul, itu bukanlsh perbuatan
raja, oleh karena raja tidak dapat berbuat salah. Ja-
di kalau ada perbuatan sslah meskipun perbuatan itu
adalash perhuatan dari rejs itu geridiri, bukanlsh ra-
ja yang harus bertaisggung jawab, tetspi yang harus
bertarggung jewab adslah kabinet atau egzlah georang

menteri yang bersangkutan.

Dengan cara yeng demikian akhirnys tercaveil
suatu sistem pemerintohan, di mana yang bert»nggung

sgwoal itu adalah parag menterinyn, yan berarti bualiwa
v > 0
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yang berhak menentukan kebijaksanaan pemerintahan
itu bukaen lagi raja, tetapi psra menterinya, atau

kabinet. {(Suhine, sH., 1986 : 251).

C. Sistem Rerjs Pemerintahsan

1, Kepala Negars

Dslam sistem pemerintahan parlementer ini,
jabatan kepala negara dipegang oleh raja yang mendu-
duki jabaten tersebut secara turun-temurun, atau sge-
oraﬁg presiden untuk mesa Jjabatan tertentu. Dan ter-
kadeng diperlukan jabatan wakil presiden. Menuru*
Frof. Mr. H. Muhammad Yamin, jabatan wakil presiden
ini penting sekali, walaupun tidak lekas kelikatan
dari luer. (Prof. Mr. Il. Muhammsd Yamin, 1982 : }?9).
valam hal ini tergantung pada negara yang  berssng-
kuten, apsksh memandang perlu atau tidak jsbatan wa-

kil presiden tersebut.

Kenaia negara tidak bertugas sebagal kepala
nemerintahen. Die bertugas menunjuk formatur danfor-
matur sebsgal pimpingn kgbinet atau perdana menteri.
Kabinet ini nanti ysng bertugues untuk menyelenggsra-
ken urusan kepemerintahan, dur secars otomatls per-
dana menteri tersebut yang menjadi keralsa penmerin-

talan. Dengan demikian di sasmping terdapat jabatan
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kepale negera, juga terdepast jabatan kepales pemerin-
tehan yang bertugas menyelenggaraksn dan mengatur

mekanisme pemerintshsn.

Kepals negara tidask dapet diganggu guéat.Yang

bertugas dan bertanggung jawab atas segals tindzkan
pemerintsh bukanlgh kepala negara, nasmun menteri,
@enteriumenteri, atau perdans mente?i atas nama se-
luruh menteri yang duduk dalam kabinetnya. Dalam hal
ini termasuk jugs pertanggung jawaban atas kebijak-
sanaan atau tiddaksn-tindakan kepals negara. (Suhino,
SHe, 1993 : 113).
Oleh karena itu dalam sistem ini dikenal adanya azss
nthe king csn do no wrong". Raja tidsk dapat dimin-
tai pertanggung jewaban dsn karenenys tidak dapsat
dipersalahkan atas jalannya pemerintshan. Oleh kare-
nanys kepsla negars lebih terkesan sebagai siibul da-
ri persatusn belaks yang tidak mempunysi kkekuasaan
yarg menentukan delam pemerintshan. Ia mengangkat
Perdans ienteri bukan karena inisistifnya zendiri,
tetepi karéna formalitas. Fasda vmumnye, partai yang
menang dolem pemilhan umum dan memperoleh suara rng-
yoritas dslem parlemen disershi Kkekussssn ekskutif.
Pimpinar psrtai diengkat sebagsi Perdanas Menieri.

(Rcmdlon Naning, SH, 1983 : 74).
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Dalam hal mengenai keputusan stau  peratursan

yang dikeluarkan mengenai masalsh kenegaraan pada u-
mumnya, atau khususaya mengenai masalsh pemerintahsn
harus merupsksn keputusan atau peraturan negara. Js-
di dalam hal ini, keputusan atau peraturan tersebut
harus dikeluarksn oleh pimpinan negarsa ateu kepala
negara dan merupakan keputusan atau peraturan negara
yang ditenda tangani oleh pimpinan negara atau kepsa-
1e negsra. Hal yang demikian dimsksudkan untuk mewu-

judkan persatuan dan kesatusn bangsa dan negara yang

bersangkutan. (Suhino, SH., 1993 : 113).

palam tugasnys menunjuk perdana menteri, ke-
psla negars menunjuk formatur yang akan menyusun kKa-~
vinet. Sedangkan cara menunjuk ksbinet tersebut, se-
penuhnya merupakan hsgk prerogatif kepala negara,.dan
tidak dipertanggung Jjawsbken olehnya dsn atau anggo-
ts kabinet manapun terhadap parlemen. (Dr. Mch. Tol-
chal Msnsoer, SHe, 1983 : 245). Dslam hal ini tergan
tung ketentusn yang ada dalam negara yang berssng-
kutan. Namdn seperti sudah menjadi konvensi bahws
pembentuk kabinet adelah pimpinan partai yang menang
dalam.pemilihan umum 4dsn mempunysi susrta mayoritae

dslam.parlemen.

Kepala negara tidak bertanggung jawab terha -
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dap pembentukan kabinet. Formaturlah yang bertang-
gung jewab tentang hal tersebut terhedsp parlemen.
Sehingga dalam hal ini kepals negara tidal layak me-
nolek pendirian formstur. Ataupun apabilae kepsla ne-
gara menolak dan formetur mengiyskan penolakan ter-
sebut, ade kemungkinan dia mengundurkan diri sebagsi
formatur atsu dis akan menyusun lagi gegingga kepals
negars setuju. Bagaimanapun juge dalam hal ini for-
maturlah ysng bertanggung jawab, sebab kepsla negara
tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal geperti ini
formatur harus duduk di dalam kabinet.'Namun apabila
formatur tersebut lebih dari seorang tidsk hsrus da-
ri seluruhnys duduk di dalam kabinet. Cukup seorang
gsaja asal di sini sudah ade yseng mempertanggung Jja-
wabkannya. Dsn yang lebih tepat perdéna menterinya
diambil dari formatur agar pertanggungjawabannya‘ii—
dak ganjil. (Dr. Moh. Tolcheh Mensoer, SH., 1983 :
248).

Kekuasasn kepala negara yang sangat besar da-
lam sistem pemerintahen ini adalah kekuasaan kepale
negera untuk membubarkan parlemen atas pertimbangan
dan garan dari perdsns menteri kalsu dipandang par-
lemen tersebut sudah tidak mencerminkan sspirssi rak-
yat. Kemudian dalsm waktu gesingkat~singkatnya di-

adaken pemilihen umum untuk memilih anggota parlemen
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yang baru. Menurut Konvension hal ini hanya boleh
dilakukan untuk sekali saja.( Joeniarte, SH., 1990 ;
85 ), Artinya jika manti terbentuk parlemen yang ba-
ru, kemudian parlemen yang,terbentuk tersebut tetap
menganggap bahwa pemerintah (kabinet) berada pgda pi
hak yang salah, maka dalam perselisihan ini kepala
negara sudah tidak dapat lagi membubarkan parlemen

tadi dan berarti kabinet yang ada harus mundur.

Selain itu kKepala negara juga mempunyai peran

ung st o menentukan dalam hal pembentukan undarg-

)

“ndang, [ tenarnya dalam proses pembuatan undang-ur-
lang ini ‘oo lt tiga tomponen, yaitu Kepala negar:,

senteri atau dewan‘ menteri dan parlemen. Tetapi ti-
~ik berat vang memegang peranan adalah kepala negara
‘arena di: memiliki V'ersammi:-ungsrech’;: yaitu hak un -
ik membuat rancangan undang-undang. Penggunaan Vt;;‘"
sammlumgsrecht tersebut tergantung kepala negara, o-
sakan dia menghendaki penggunaan hak tersebut atiu
.idak. Apanila menghendaki maka barulah terwujut ti-
~ik awal pgmbuatan undang-undang.

Apabila parlemen telah bersidang dan roneirn:
nndahg-unding telah selesai dibuat, maka rancun: :
Lndanz- Yoo fercabut tj_dzr;‘w. Chorat s mentanl’
cpelans o n vempun et kekuatan oo, o0 e =

-y

ToTu oot o +lakug, "t I neser
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tidak mau atau menclak mengesahkannya. Baru setelah
kepala negara memberikan pengasahannya z2tau Royal As

sent 2471 Royal proclamation undang-undar s % rmem -

T coa Yo yey sy ’ R Te e Yooy . N 7

purya oo tan kahum, dan mempun ey tan mengj-
— . bl Y B . <. . . ey I N T

y of QL anya, s b o many coiyaton

berlaa seotelah dinyvatakan berlol.

~eningza secaru yuridis dalam nroces pembentu
an undang-undang tersebut kenula nermralah yang dos
mindn, v onempunya i pengan:n bosur, bahkan menentu
Wine Waloopun mungkin kepala negurs seorang diri tan
Doo2erlio o Iday munskin davat membuat undang-unding

. fahivs, Sh.,1993 ¢ £5 )

Satu hal yang perlu dicatat bahwa tentang hak
preogratif kepala negara tidak dapat dipersalahkan

tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban krimina]v

( Prof. Dr. Ismil Suny, SH.Mcl., 1981 : 131

@ Dewan Menteri

Dalam sistem pemerintahan ini, menteri-menteri
diangkat oleh kepazla negara. Namun dalam pembentukan
ya sangat dipengaruhi oleh parlemen terutama oleh

partei yang mempunyai suara kuat.

+ Umumnya prosedur pembentulan kabinet tersebut

adalah sebagai berikut: Setelah termyata suatu kahi-
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net telsh meletskkan jabatan atau didomisionerkan
maka kepals negars mengusshakan dibentuknya kabinet
yang baru. Mula-mula kepala negara ini mengadakan
hearing: Mendengar terlebih dshulu pendapat-pendapat,
ssran~-garan dari kalangan tokok-tokoh politik dari
berbagai golongan, tentsng jenis kabinet apakah yang
gsebaiknysa, personalis dan program yang akan datang.
Rerdasarken hassil hearing ini kepsla negare secars
bijaksana, menunjuk seseorsng atau beberapa orang
untuk menjadi formatur yang bertugas menyusun kabi-
net baru baik deri segi komposisi maupun dsri gegi

personslia dengan program tertentu.

Formatur ini berdasarkan mandat dari kepala
negars, lalu menghubungi tokoh-tokoh politik yang
mempunyai persnsn di parlemen, untuk mengetahui pen-
dapat dan hasrat-hssrat partai mereka untuk serta di
kabinet yang akan dibentuk. Dalam hal ini  Dbiassanya
partaei-partai politik yang merass dirinya kuat di
parlemen, yskni yang mempunyei suara besar dan men-
duduki lebfh banysk di parlemen, skan bertahan untuk
memperoleh kursi~kursi ksbinet, yaitu kedudukan men-
teri yang lebih menguntungkan bsgi partai; dengan
kesadaran bahwa kalau ingin berkuasa dslam pemerin-
tahan meska kursi-kursi kebinet ini harus direbut ds-

ngan posisi sebaik mungkin.



57

Sebuah draft tentang komposisi dan personalia
kabinet, kemudian disampaikan oleh formstur kepada
kepsla negars. Jika kepela negara dapat menyetujui
sepenuhnys, msks draft itu disahken oleh kepala ne-
gara, lolu pada suatu gaat kabinet ini dilantik oleh
kepala negara. Karens blessanyas formatur itu dari ka-
langan partai yang kuat di parlemen, maka biasanya
formatur tersebut yang skan menjadi Perdana Menteri.

(Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH., 1992 : 103).

Iain halnya dengan sistem banysk partai, di
mana dalaem parlemen tidak aatupun dari partai poli-
tik yang mampu menguasai kursi secera mayoritss, ma-
ka pembentuksn kabinet di sini sering tidek lancar.
Kepala negara akan menunjuk tokoh partsi politik ter-
tentu untuk bertinduk sebagai pembentuk kabinet (for-
matur). Dalam meleksanakan tugesnya formstur  harus
selelu mengingat perimbangan kekuatan di  parlemen.
Sehingga setiap kali kabinet dibentuk, is skan meru-
pakan suatu ksbinet kuglisi ysitu gabungsn dsri ber-
bagai partal politik. Langksh ini perlu dismbil ager
kabinet itu nantinya mendapat kepercaysan deri par-

lemen.

Karerns koslisi didasarkan kepada kompromi,

maks kadsng kalae dapat terjadl kabinet berjalan, du-
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kungen yang diberikan oleh salah sstu partai politik
diterik kembsli dengan cars menarik menteri -menteri
dari partainys, meka dalam hal geperti ini biasanys
kabinet lelu mengembalikan mendatnya kepada kepalse
negara. Karena itulah orang mengatakan dalem 'sistem
parlementer yang diikuti banysk partai gering terjsa-
di ketidsk-stabilen pemerintah dalam arti sering ber-
tukarnys ksbinet. (Moh. Kusnardi, SH., Harmaili Ibrs-

him, SH., 1988 : 174).

Selanjutnya kabinet yang terbentuk tersebut
memegang dan menyelenggarakan pemerintshan dan seca-
ra otomatis Perdsna Menteri bertindak sebagai kepala
pemerintshen. Sehingga yang bertindak sebagai eksku-
tif dalsm sistem pemerintahan ini adelah kabinet.

(Suhino, SHe. 1986 H 248)0 et

palam hal tentang menentukan policy  tentang
pemerintahan, kabinet mempunyai haek penuh  walesupun
dalam sidengnye kepale negara sering mengikuti dan
berhak untuk menyampsiksn usulan, namun hal itu ter-
gantung kepada kabinet apakshL nereka mau menerima u-
sulan. tersebut. Hal ini mengingat bahwa yang memper-
tenggung Jjawabkan segsals sesuatunys terhadasp parle-
men adalah kabinet, buken kepsla negars. (Dr. Moh.
Tolchsh Mangoer, SHe, 1983 : 251).
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Perdana Menteri atas nama ksbinet turut serta
menanda tengani keputusan-keputusan den stsu  pera-
turan-peraturan negara yang sedianys hanya ditanda-
tangani oleh kepals negara. Hel ini perlu mengingat
pertenggung jawaban atas hal tersebut berada %sda kg~
binet. Hal tersebut untuk menyatskan tentang adanya
persetujuan dari kabinet terhadap keputusan dan atau
peraturan tersebut. Penandatsnganan ?erhadap hal ter-
sebut bise khusus dilakukan oleh menteri yang ber-
sangkutan. Turut serts penandatangenan yang demikian
inilah yang disebut contrasign. (Suhino, SH., 1993 :
114).

Sehinggs tampsk jelas bahwa dalam sistem pe-
merintshan ini menggunakan prinsip pertanggung Jja-
waban menteri. Dan'menteri-menteri yang dalam sistem
ini berkedudukan sebagai ekskutif dikontrol oleh
porlemen atas jJslannys pemerintshan., Suatu kedudukan
ysng biss dibilang sangat tergantung terhadap peni-
laian parlemer. terhadap dirinya, Karena kalau parle-
men menganggap eksikutif tidak mampu menjalanken pe-
merintahan dis dspat membubarkan kabinet yang ads,
atau Kabinet itu sendiri yang hsrus membubarkan diri
atau qungkin saja seorang atsu beberaps orang yang
dipandang tidsk dapat mengemban asmsnat yang diteri-

k¥an kepadanys mengundurksn diri dari keduduksnnya.
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Hal tersebut berhubungen dengan apakah Dewan Menteri
menerims kebijaksanssn oleh seorang, atsu beberaps
orang menteri yang dianggap tidak mampu mengemban
amanat yang dibebankan kepads mereka. (Joeniarto, SH,

1990 H 85)0

Sehubungan dengan kedudukan kabinet gebageaei
ekskutif maks kabinet ini wajib melaporkan tentang
beberapa hal mengenai pemerintshan negara terhadap

kepals negara, bila hal tersebut dianggsp perlu.

Menteri-menteri mempunyai hak untuk menjelas-
ken kebijsksansan-kebijaksanssn yang dia smbil di
dalam rapat parlemen. Dalam kesempatan tersebut, se-
gala apa yang dikemukskan oleh seorang menteri baik
langsung meupun melslui suragt tidsk dapat diganggu
gugat, artinya tidak dapat dituntut di muka penzadil
an. (Prof. Mr. H. Muhammed Ysmin, 1982 : 130).

{:} Parlemen

Pareliem dalam sistem pemerintshan ini berke-
dudukan seﬁégei pemegang kckuassan legislatif atau
kekuagaan membuat undang-undang. Parlemen yang ads
bigas terdiri dari Mejelis Rendsh dan Majelis Tinggil
dalsm 'hol memakai sistem dua kamar (bl kamersl),atau
digperahkan kepads satu lembaga saja, bila memskai

sistem satu kemar (uniksmeral). Baik struktur lemba-
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ga ini menggunskean sistem bikemeral maupun unikene-
ral, hal ini tidak mengubsh kedudukan dari parlemen
gsebagai pemegang kekuasaan legislatif. Eal tersebut

hanya merupskan susunan darli snggota parlemenasajao

Delam sistem pemerintahsn ini, parlemen mem-
punyai pengaruh yang besar sekali terhadsp susunan
dari pada kabinet, walaupun hal ini sebenarnya meru-~
pakan hek prerogatif kepsla negera. Namun pads umum-
nye kepsla negers menunjuk georang atau beberapa o-
rang dari anggota parlemern untuk menjedi - formatur
pembentukan ksbinet. Dan formatur ini bissanya ai-
ambil deri tokoh partai politik yang mensng dalam
pemilihan umum, kemudian formatur tersebut menjadi
perdana menteri. Hal inl sudah menjedi semacam kon-

vensi. 5

Suatu hal yang tampak dalam sistem pemerin-
tahen ini, dalem parlemen biasanya terdapat oposisi.
Oposisi ini sdalah segolongan dari anggota parlemen
dari salah -satu stau beberapa partal yang kalah yang
tidak mendapatkan kedudukan dslam pemerintahan. Opo-
gigi dapat dijslanken teratur sebagaimana lumrahnya
dilekgkan nidang-sidsng parlemen. Tetapl ada kalaerya
meksud oposisi ini dilskukan secara lain yang meng -

gangzu kelancarzan parlemen dalam perundang-undangan,
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mispalnya: tidak hadir dslesm sidang sehinggas quorum
sidang tidsk tercepai dan akibatnya sidang parlemen
tidak dapat dilanjutksn buat mengoiah suatu undang -
undang. Atsu dengan mengusulksn amandémen-agandemen
yeng panjeang, sehingga setidak-tidsknya skan mem-
buang wektu. (Prof. Dr. M. Solly Iubis, SH., 1982
68).,

Sebagal pemegang kekuassan legislatif, parle-

men menpunysi dua macam peranan, yaitu:

a. Sebagail badan yang berwenang dslam perun-
dang-undangen (wetgeving; laurmeking), dan

b. Sebagei badan pengawas (kontrol terhsdap
bsdan ekskutif), (Prof. Dr. M. Solly Lubis,
SH., 1992 : 79). '

-

Sebagai badan yang berwenang delam perundang-

undangan, psrlemen mempunysi kekuasaan untuk membuat

undeng-undarg yang kemudian dilsksanakan oleh kekua~

saan ekskutif (ksbinet). Dan sebagai pengawss, par-
lemen mempunysi tugss dan kekuassan untuk mengawaei
jalannys pemerintahan dan meminta pertanggurg)awaban
kabinet. Pada suatu waktu parlemen biss mengundsng
kabingt untuk menghsdirli rapat kerja parlemen. Dsiam
kegempaten ini muggkin kabinet atau aebsgian menteri

ssja dimintai penjelassannya teantang kebijsksansan -

Y
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kebijaksanaen yang telah atau askan dismbil. Kesem-
patan ini kadsng dipergunakan oleh pihak opoaisgi
untuk menyerang seorang menteri atesu kaﬁinet menge-
nai kebijaksanaan yang diambil dan menghujeni? dengsn
pertanyaan yang musykil-musykil. (Prof. Dr. Ismail
Sunny, SH., MCI, 1981 : 161).

Suatu kekuasasn yang sangat besar yang dimi-
liki oleh parlemen yaitu kekuasssnnys untuk membu-
barken ksbinet kalsu dipsndesng kabinet atau beberaps
anggota ksbinet tersebut sudsh tidsk mampu mengembsan
amanat yang diberikan kepsda mereks, atau meminta
mundur beberapa kabinet yang diminta oleh parlemen.
Delam hal ini tergesntung kabinet apaksh skan memints
mundur anggotanya yang mendapat mosi'tidak percays
dari parlemen ateu sken tetap mempertshankan kedu-
dukan dis. Kalsu mafih mempertahanksn parlemen bisa

menmbubarkan kabinet tersebut.

Namun kekuassan parlemen tersebut diimbangi
dengan kekuzssan kepasls negara untuk membubarkan par-
lemen ini, kaleu dipandeng parlemen ini tidak membe-
wa aspirasi yang ada pads masyarakat. Hal ini untuk
menjagg agar perlemen tidgk gebegitu mudsh untuk mem-
bubarkan ksbinet. Kepala negara membubarkan parlemen

tersebut atas pertimbangan dan saran-saren dari men-



teri-menteri. (Dasril Radjab, SH., 1994 : 60).

C. Hubungan rimbal Balik Antara Kekuasaan Ekskutif .

dan Kekuasagsn Legslatif

Di salam sistem pemerintahan parlementer ini,
terdapat hubungan yang erst antara kekuasaan ekaku-
tif (kabinet) den kekuasaan legislatif (psrlemen).
Kabinet mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya ter-
utema dslam lapangan pemerintahsan kepads parlemen
yeng selain mempunyai kekuasaan legislatif jugs ber-

tugas untuk mengontrol Jjalennya pemerintehan.

pPertanggung Jjawaban ini bukan berarti  bahwa
kabinet harus mengikutl segala apa yang dikehendaki
oleh parlemen saja serta menjalankan apa yang menja-
di kemasuasn dari pada parlemen. Tetapi kabinet mssih
mempunyai kebebasan dslam menentukan kebijaksansan-
nya, terutama mengenai langksh-langksh pemerintahan-
nys. Jedil pokoknya kabinet masih mempunyal kebebasan
dalam inis{atif. Henye saja dalam tindekan-tindaekan-
nya mereka bertanggung jawab kepada parlemen, yang
beraQti mereks setiap waktu atau getiap kalil dapsat
dimintai pertanggung jawaban tentang kebijaksansan-
nya ysng telah atsu akan diambil mengenai suatu hal

oleh parlemen.
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Jika terjedi hal yang demikian, srtinys par-
lemen minta pertsnggung jawaban kepada kabinet ten-
tang kebijeksanaannya, maka kabinet harus membela
den menjelaskan kebijaksanaannya tersebut kepada par-
lemen. Penjelassn ini mungkin hanya dilakukan oleh
salah seorang menteri yang bersangkutan atau mungkin
oleh ksbinet sendiri, jadi seluruh menterilah yang
bertanggung Jjawab. Jika demikian halnya mska biasa-

nys penjelasan diberikan oleh perdena menterinya.

Setelah itu tergentung pada penilaian dari
pada perlemen untuk dapat menerimes baik pertanggung-
jawaban yang diberikan oleh kabinet tersebut atau
tidsk. Kalau parlemen dapat menerima pertanggung Jja-
waban yang diberikan oleh kabinet teisebut meka da-
lsm hal inil tidak akan terjadi sesuatu hal, akan -te-
tapi kaleu parlemen tersebut tidak dapat menerims
sda kemungkinan bshwa parlemen tersebut dengan suatu
keputusan menyatakan tidak percaya terhadap kebijak-
sanaan peme?intah atau kabinet tersebut. Jika terja-
di hal yeng demikian ini makg menteri atau pars men-
teri yang bersangkuten atau kadang-kadang seluruh
menteri atau anggota ksbinet harus mengundurkan diri.

Hal ini disebut krisis kabinet.

Oleh katens kabinet bertanggung jawab kepada
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parlemen, maka gudah bareng tentu pertanggung jawab-
an itu akan diterims baik oleh parlemen. Jika kebl-
jekeanasan pada umumnya dari kebinet tersebut sesual
dengan yang dikehendaki oleh mayoritas di dalgm par-
lemen. Dan kebijaksanasn yang demikian itu padé umum-
nya dspat diharaspkan skan mendaps tkan penerimaan
baik dari mayoritas di délam parlemen, kalau dalam
pembentukan kebinet tersebut telah dinsahakan terle-
bih dshulu duduknys orang=-orang yang bersama - sama

merupskan mayoritas di dslsm-parlemen.

Hel yang demikian memang ada baiknya, Kkarens
akan lebih membawa kestabilan. Namun ada juge tidak
baiknya, yaitu golongan lsin (minoritas) selalu ti-
dak mendspatkan perhatian. Hal ini sken menimbulken

oposisi ysng kuat, dan dapat bersifat ekstrim. s

Nemun apsbila suatu seat kabinet itu mengam-
bil kebijaksanaen yang tidak disetujui oleh periémen,
hel yang demikian itu belumleh pasti bahwa parlemen
tersebut mencerminkan kehendsk atau keamsnan rakyat
pemiliknys. Jadi mngkin terjadi parlemen tidek me-
nyetujuni suatu kebijaksanaan yang diambil oleh kabi-
net, tetapi rakyat pemilih dapat menyetujuinys. Maks
di sini terjadi penyimpangan paham dari perlemen de-

ngan paham dari rakyst pemilihnya. ¥enurut distilen,
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parlemen sudah tidsk lagi mencerminkan kehendak atau
kemauasn rekyst pemilih, ateu parlemen tersebut sudah

tidak bersifet representatif.

Untuk mencegeh agar Jjangsn sampai terj&di bah-
wa kebinet yang mengambil suatu keputusan (kebijak-
sansan) den kemudian tidak dapat.diterima oleh par-
l?men yang tidak representatif, maka gebagai perim-
bangan dari pertanggung jewaban kabiﬁet tersebut, ya-
jtu yang berarti bshwa kalau kebijeksansan  kabinet
tidek dapat diterima oleh parlemen, kabinet atau
menteri ysng bersangkutan harus mengundurkan diri,
kebinet dengan melalui kepala negsra, mempunysi ke-
kuasaan untuk memb?barkan parlemen yang dianggap su-
deh tidek lagi bersifat representatif. Di sini gkhir-

<

nys terdapat keseimbangan. -t

Pembubaren kaebinet ini kemudian disusul  de-
ngan pemilihan atau pembentuksn parlemen yang baru.
Psrlemen yang baru inileh yang nanti akan menentukan
apeksh tindeken kebinet tadi benar atau tidak. Arti-
nya apasbila psrlemen yang baru ini juga tidek dapat
menerima kebijakssnaan kabinet, meka ini berarti bah-
ws tinﬁakan kasbinet yang berupa pembubaran parlemen
yang dianggapnys tidak representatif tadi adslsh ti-

dak benar, dasn ksbinet itulsh ysang harus membubarkan
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dirinys dan kemudisn disusun ksbinet yang baru. Te-
tapl kalau parlemen yang bsru tadi dapat menerima
dengaen baik pertanggung jawaban kebijaksanaan kabi-
net, inmi berarti bshwa tindakan kabinet yang berupa
pembubaran parlemen yang dianggap tidak reprzsenta-

\
tif tadi benar. (Suhino, SH., 1986 H 250)0

palem hal pembuatan undang—-undang, walaupun
nal ini merupakan kekuasaan badan legislatif (parle-
men), namun dalam prakteknyqvparlemen juga menerima
usulan dari ksbinet yang nantinya akan bertugas un-
tuk meleksanaken undeng-undesng yang akan dibuat ter-
sebut. Bahkan kadang-ksdang rancangan undang=undang
jtu dateng dari kabinet dan disampaikan kepada par-
lemen untuk dimusyawarahken. walaupun kekuasaan le-
gislatif ini ada di tengan parlemen, rancangan undang
undang atau usulan dari ksbinet itu sangat perlu,
mengingat kabinetlsh yang akan melskssnakean undang-

undang tersebut.



